
BUPATI JAYAWIJAYA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR ()6 TAHUN2O2l

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat :

a.

b.

BUPATI JAYAWIJAYA,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 63 Peraturan

Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2O2O

tentang Pajak Daerah dan untuk mengoptimalkan

pendapatan asli daerah, maka perlu diatur tata cara

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati

Jayawijaya tentang Tata Cara Pemungutan Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran

Negara Tahun 1969 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqjak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Tahun

2009 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali

telah diubah dan teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Republik Indonesia 5679);

1.

2.

3.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang Jenis

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan

Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5L791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ot6 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20rc Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5950);

6. Peraturan PPemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor llg, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 63221;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun

2O2O tentang Pajak.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana€Ln urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sel,anjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jayawijaya.
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5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan

daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagr sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroarl komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

8. Pajak Bumi dan Bangun€Ln Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

1 1. Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor

indentifikasi objek p4jak yang yang memiliki karakteristik unik, permanen,

standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan

desa/kelurahan.

1,2.7-ona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis

yang terdiri atas kelompok obyek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi

rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaanlpemilikan obyek pajak

dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan

tanpa terikat pada batas blok.

13. Nilai Indikasi Rata-rata, y€rng selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar

rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu blok.

14. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB

adalah daftar yarlg dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan

berdasarkan pendekatan biaya. Yang terdiri dari biaya komponen utama
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dan/atau biaya komponen material bangunan dan braya komponen

fasilitas bangunan.

15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti.

16. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang

pribadi atau Badan yang secara nyata. mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

17. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yutglamanya 1 (satu) tahun kalender.

19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pqiak, atau dalam Bagian Tahun Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang

sampai kegiatan penagrhan pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

21. Surat Pemberitahuan Objek P4iak, yang selanjutnya disingkat SPOP,

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pqiak untuk melaporkan data

subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perp4iakan daerah.

22.Larnpiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yar:g selanjutnya disingkat

LSPOP adalah l"ampiran surat yarrg digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perund.ang-undangan

perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

23. Surat Pemberitahuan Pqjak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi

dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disinglat SSPD, adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak

yang tefl.rtang.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pqjak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pqiak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak

yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan P4jak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitatruan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah kbih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat

Keputusan Keberatan.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Pqjak.

33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pqiak atas banding

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
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34. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bulrti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perp4jakan daerah.

35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya'

36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas Wajib P4iak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban

perpajakannya.

BAB II
RUANG INGKUP

Pasal 2

(1) Tata cara pemungutan PBB-P2 mencalup seluruh rangkaian proses yang

harus dilakukan dalam menatausahalan, menerima, menyetorkan, dan

melaporkan penerimaan PBB-P2.

(2) Tata cara pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;

b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT;

c. prosedur pembayaran PBB.Y2;

d. prosedur pelaporan PBB-P2;

e. prosedur penagthan PBB-P2;

f. prosedur pengurangan PBB-P2;

g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 3

(1) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (21 huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan LSPOP oleh

wajib pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.

(2) Prosedur Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan

basis data baik subjek rraupun objek pajak yang dilakukan secara pasif

maupun aktif.
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(3) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan

sebagai dasar penetapan NJOP.

Pasal 4

(1) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD dalam menerbitkan

SPPT berdasarkan SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh wajib pajak.

(2) Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh

BPKAD atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

Pasal 5

Prosedur pembayaran PBB-P2 sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

huruf c adalah pembayaran pajak terutang yffLg dilakukan oleh Wajib Pajak

berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.

Pasal 6

Prosedur pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-

P2.

Pasal 7

Prosedur penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT dan/atau SKPD yang

telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2 dan/atau SKPD Kurang Bayar

Tambahan PBB-P2, Surat tagihan dan Surat Teguran yang diterbitkan oleh

BPKAD.

Pasal 8

Prosedur pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengqjuan

pengurangan PBB-P2 yang dia-jukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (21 huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian

kelebihan pembayaranPBB- P2 dasi BPKAD kepada Wajib Pajak setelah melalui
proses penelitian.
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Pasal 1O

(1) Untuk melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

BPKAD paling sedikit melaksanakan fungsi :

a. pelayanan;

b. pengolahan data dan informasi; dan

c. pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu

melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan

pemungutan PBB-P2.

(3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurufb yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek

pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan

tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain

yang ditunjuk.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak

Paragraf I
Prosedur Pendaftaran

Pasal 11

(1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wqjib

dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengarnbil, mengisi, dan

mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP ke BPKAD.

(2) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan

oleh BPKAD dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan

ditandatangani oleh subjek pajak.

(3) Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.

(4) Bentuk dan isi SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1) Kegiatan pendataan dilakukan untuk mengetahui data objek dan subjek

pajak termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan mutasi sebagian.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan

pengembalian SPOP;

b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data

objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.

(3) Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b dilakukan pada objek pajak yarrg belum terdata dalam

administrasi pembukuan PBB-P2.

(4) Pendataan melalui verilikasi data obyek p4jak sebagaimala dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilalukan pada objek pajak yang sudah terdata

dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

(5) Berdasarkan hasil pendataal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak

atau petugas pajak dengan bukti dilapangan dilanjuttan dengan

pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil pendataal s,sfuagaiman4 dimaksud dalam Pasal 12,

terhadap objek pajak diberikan NOP.

(2) Pendataan terhadap mutasi keseluruhan tidak menghilangkan NOP

lama.

(3) Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing

penerima mutasi sebagian mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama

terpakai sebagai NOP induk.

(4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut

dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 14

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah :

a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ dokumen
lain yang sah;

b. melampirkan alat bukti kepemilikan;

c. surat keterangan dari desa/kelurahan;

d. mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan w4jib pqjak

atau kuasanya.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 12
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Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 15

(1) Penilaian merupalan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.

(2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai

indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP

Bangunan dihitung berdasarkan DBKB;

b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai

tinggi atau objek pajak khusus.

(3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:

a. pendekatan nilai pasar;

b. pendekatan biaya; dan/atau

c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(4) Penilaian dengan pendekatan nilai pasar dilakukan dengan cara

membandingkan objek p4iak yang akan dinilai dengan objek pajak lain

yang sejenis yang nilai juaheya sudah diketahui dengan melakukan

beberapa penyesuaian.

(5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan

dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

(6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang

menghasilkan / memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau

memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun

terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional,

dan hak pengusaha.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPI

Pasal 16

(1) Berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP, BPKAD menerbitkan SPPT yang

merupakan keteta.pan pajak terutang yang harus dibayar dalam I (satu)

tahun pajak.

(2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :

a. pengambilan sendiri di Kecamatan/ Kelurahan / Desa tempat objek

pajak terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau

b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat
Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.

(3) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

ssfagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 17

(1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan

penelitian terhadap isi SPPT.

(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap :

a. Subjek Pajak;

b. Objek Pajak; dan/atau

c. NJOP.

(3) Dafam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda,

alamat, luas objek pajak dan ketetapan pajak, maka BPKAD melakukan

pembetulan.

Pasal 18

(1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak

menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat,

luas objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pembetulan kepada BPKAD paling lambat I (satu) bulan

sejak diterimanya SPPT dan/atau tanggal 30 Juli tahun pajak

berkenaan.

(2) Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara perorurngan atau secara kolektif.

(3) Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak pribadi dan/atau kolektif harus

memenuhi persyaratan :

a. dilampiri foto copy SPPT yang dimohonkan;

b. dilampiri foto copy sertifikat dan/atau surat keterangan yang sah

atas obyek pajak;

c. Wqjib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar yang

menjadi dasar permohonan pembetulan SPPT 3 (tiga) tahun terakhir.

(4) Atas permohonan pembetulan selagairnzulEt dimaksud pada ayat (1),

BPKAD melakukan verifikasi dan pembetulan.

(5) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (41

dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya

pengajuan/permohonan dari W4jib Pqjal<.

(6) Bentuk dan isi fomulir pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Permohonan pembetulan SPPT yang tidak memenuhi persyaratan

56$agaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
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Bagian Ketiga
Prosedur Pembavaran PBB-P2

pr".r is
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPI

dan/atau SKPD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib

Pajak melalui Bank dan/atau bendahara penerima BPKAD.

(3) Bank dan/atau bendahara penerima BPKAD yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2O

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah :

a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT

dan/atau SKPD atau NOP pada Bank dan/atau bendahara penerima

BPKAD yang ditunjuk;

b. Bank dan/atau bendahara penerima BPKAD yang ditunjuk

menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain

yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB- P2 yang

dilakukan oleh Wajib Pajak;

c. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank

dan/ atau bendahara penerima BPKAD yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan PBB-P2

Pasal 21

(l) Pelaporan PBB-P2 dilaksana-kan oleh BPKAD setiap bulan kepada

Bupati.

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang

realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari

Pendapatan Asli Daerah.

(3) Bentuk, Jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasc.l22

Pelaporan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan

SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain
yang ditunjuk.
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Pasal 24

(l) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2, dilakukan tahapan:

a. BPKAD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;

b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar,

BPKAD menetapkan SKPDKB, SKPDKBT;

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB-

P2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan :

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan PembetuLan, Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pen"gihan pajak

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan
sejak tanggal diterbitlan;

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan PBB-P2

Pasal 23

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2 dan SKPDKB

PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2.

(2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(3) Sebelum surat tegurar disampaikal, dilalukan upaya persuasif selama

1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 7

(tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.

(5) Surat paksa sebegaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(6) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT

dan/atau SKPD atau NOP pada Bank dan/atau bendahara penerima

BPKAD yang ditunjuk, dalam hal PBB-P2 terutang belum dibayar sampai

tanggat jatuh tempo mal<a dikenakan tambahan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2Yo (dua persen) perbulan dengan palinglama 24

(dua puluh empat) bulan.

(7) Dalam hal setelah 24 (dua puluh empat) bulan PBB-P2 pada ayat (6)

belum dibayar, diterbitkan STPD senilai SKPD ditambah sanksi

administrasinya dengan dikenakan tambahan sarrksi administrasi

berupa bunga 2o/" (dua persen) per bulal dengan paling lama 15 (lima

belas) bulan.
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b. dalam hat STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan,

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu 1 (satu) bulan

sejak jatuh tempo, BPKAD melakukan upaya persuasif kepada Wajib

Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib

Pajak yang disetujui, maka BPKAD tetap melakukan upaya persuasif

kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan

penundaal atau pembayaran pajak sec€rra meng€rngsur oleh Wajib

Pajak yang tidak disetujui, mal<a BPKAD menerbitkan Surat Teguran.

Bagran Keenam
Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding

Pasal 25

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabatyang ditunjuk atas :

a. SPP[;

b. SKPD;

c. STPD.

(2) Keberatan diaj ukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat

Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Bentuk dan isi fomulir permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Peng4juan keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau

bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak
sebagaimana mestinya; d,an / atau
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b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang- undangan

PBB.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;

b. perorangan untuk SKPD;

c. perorErng€rn untuk STPD.

Pasal2T

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan P4lak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonarr banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara terhrlis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan

dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar

pqiak sampai dengan I (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan

Banding.

Bagran Ketujuh
Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2

Pasal 28

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui BPKAD dengan

melampirkan foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD 1 (satu) tahun

sebelumnya disertai dengan bukti dan alasan yangjelas.

(2) BPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak

sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda

kewajiban pembayaran pajak.

(4) Bentuk dan isi fomulir permohonan pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 29

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) berupa bunga dan kenaikan pajak

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal

sanksi administratif tersebut yang dikenakan karena kekhilafan wajib

pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang

ditandatangani oleh wajib pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarannya sanksi adminstratif yang dimohonkan

pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung

permohonannya;

c. dilampiri foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang dimohonkan

pengurangan atau penghapusan sanksi adminstratif;

d. Wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengqjukan

keberatan narnun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan

keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STPD,

SPPI/SKPD, SSPD, dalam hal yang diajukan permohonan

pengurangan atau penghapusan adalah sanksi adminstratif yang

tercantum dalam STPD,SPPT/SKPD, SSPD; dan

e. wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar

yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum

dalam STPD, SPPI/SKPD, SSPD.

(3) Permohonan pengurErngan atau penghapusan sanksi adminstratif yang

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan.

Pasal 30

(1) Permohonan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) berupa:
a. pengurangan atau pembatalan SPPT/SKPD, SSPD yang tidak benar;

b. pengurangan atau pembatalan STPD;

c. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata. cara yang

ditentukan; dan



d. pengurangan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi

tertentu obyek pajak.

(2) Bupati berdasarkan permohonan W4jib Pajak dapat memberikan

pengurangan atau pembatalan pajak kepada wajib pajak dalam hal :

a. karena kondisi tertentu obyek p4jak yang ada hubungannya dengan

subyek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

b. obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(3) Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek

pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :

a. Wajib pajak orang pribadi meliputi :

1. Obyek pajak yang wajib pajaknya veteran pejuang kemerdekaan,

veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang

gerilya, atau janda/dudanya yang berpenghasilan dibawah upah

minimum kabupaten, sehingga kew4jibaa PBB- P2nya sulit
dipenuhi;

2 Obyek pajak yang wajib pajaknya yang berpenghasilan semata-

mata berasal dari pensiun atau janda/dudanya, sehingga

kewajiban PBB- P2 nya sulit dipenuhi;

3. Obyek pqjak yang wajib pajaknya berpenghasilan dibawah upah

minimum kabupaten, sehingga kewqiiban PBB-P2nya sulit
dipenuhi; dan/ atau

4. Obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan dibawah upah

minimum kabupaten yang Nilai JuaI Obyek Pajak per meter

perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak

positif pembangu nan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit
dipenuhi.

b. Wajib Pajak badan meliputi :

Obyek Pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang

mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak

sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
berdasarkan hasil audit oleh Akuntan Publik.

(4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangka:ian peristiwa
yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, erosi,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin, topan dan tanah longsor.

(5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama

tanaman.

-17-
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Pasal 31

(1) Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1), harus memenuhi

persyaratan :

a. satu permohonan untuk I (satu) STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang

ditandatangani oleh wajib pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarannya pengurangan atau pembatalan ketetapan

yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang

mendukung permohonannya;

c. dilampiri foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang dimohonkan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

d. Wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan

keberatan narnun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan

keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STPD,

SPPT/SKPD, SSPD, dalam hal yang diajukan permohonan

pengurangan atau penghapusan adalah sanksi adminstratif atau

pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tercantum dalam

STPD, SPPT/SKPD, SSPD; dan

e. wajib pqiak telah melunasi p4jak yang tidak atau kurang dibayar

yang menjadi dasar perhitunglrn pengurangan atau pembatalan pajak

yang tercantum dalam STPD, SPPT/SKPD, SSPD 2 (dua) tahun

terakhir.

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT/SKPD, SSPD

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat

diperlimbangkan.

Pasal 32

Besarnya pengurangan atau pembatalan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ditetapkan sebagi berikut :

a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (3) huruf a

angka 1;

b. Paling tinggi 50 o/o (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang dalam

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a
ang)<a2, angka 3 dan angka 4;

c. Paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam
hal kondisi tertentu sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3)

huruf b; dan
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d. Paling tinggi 100 %o (seratus persen) dari PBB-P2 terutang dalam ha1

obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 33

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib mengqjukan

permohonan pengurangan pajak terutang 1 (satu) permohonan untuk I
(satu) SPPT/SKPD, yang di4iukan dalam jangka waktu :

a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

SPPT/SKPD dan/atau tansgal 30 Juni tahun pajak berkenaal.

b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tansgal terjadinya bencana

alam atau teg'adinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 34

(1) Permohonan pengurangan dapat diajukan secara perseorangan

atau kolektif.

(2) Permohonan pengurangan pajak terutang yang diajukan harus dilampiri

a. foto copy SPPT untuk tahun pajak yang diajukan permohonan

pengurangan;

b. foto copy tanda pengenal, tanda anggota veteran bagi anggota

veteran;

c. surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat

dan/ atau fulstansi terkait;

d. laporan keuangan bagi wajib pqiak badan.

(3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang

apabila telah lunas PBB=P2 yang menjadi dasar permohonan

pengurangarr 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 35

(1) Keputusan Persetujuan atau Penolakan Pengurangan PBB-P2

disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 6 (enam) bulan sejak

permohonan diterima.

(2) Apabila Permohonan Pengurangan tidak diberikan keputusan selama 6

(enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap disetujui.

(3) Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima keputusan
persetujuan atau penolakan.
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Bagran Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pasa] 38

(1) Wqiib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang

dibayar dengan pajak yang terutang.

(2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat te{adi karena:

a. perubahan peraturan perundang-undangan;

b. keputusan pemberian pengurangan;

c. keputusan penyelesaian keberatan;

d. kesalahan penetapan;

e. kekeliruan pembayaran;

f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

BPKAD dengan melampirkan :

a. SPPT dan/atau SKPD dan SSPD asli;

b. STPD.

(4) BPKAD menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran

PBB-P2 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan

dari Wajib Pajak.

Pasal 36

Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan atas surat permohonan wajib

pajak.

Pasal 37

(1) Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak

permohonan wajib pajak atas :

a. permohonan pengurangan atau penghapusan salksi administratif

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 291, dan

b. Permohonan pengurangan ata.u pembatalan STPD, SPPT/SKPD,

SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

(2) Keputusan atas permohonal pembatalan STPD, SPPT/SKPD, SSPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21 dapat berupa

mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati memberikan

keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak

atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.



(5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 39

(l) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

wajib pajak dan pelalsanaan ketentuan peraturan perundang- undangan

perpajakan daerah.

(2) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk :

a. pemeriksaan sederhana; dan/atau

b. pemeriksaan lengkap.

(3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor

BPKAD terhadap wajib pajak untuk tahun be{alan dan/atau tahun-

tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik

pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

(4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun

beq'alan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan

menerapkan teknik pemeriksaan yang laztrn digunakan dalam

pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 40

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimalsud dalam Pasal 38 ayat (2)

huruf a dilakukan dengan cara:

a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak,

buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk

keluaral dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data

lainnya;

b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya

dengan memberikan tanda terima;

c. memeriksa buku-buku, catatan darr dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang

diperiksa;

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga

yang mempunyai hubungan dengan wajib p4jak yang diperiksa.
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Pasal 41

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf b

dilakukan dengan cara :

a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti
pelunasan kewajiban perpajakan daerah;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;

c. meminjam buku- buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya

dengan memberikan tanda terima;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari wajib pajak yang

diperiksa;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat

menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk

tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat Lain yang dianggap

penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak

atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk

memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat

pemeriksaan;

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga

yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 42

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wqjib pajak atau

wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap

dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya,

dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada

kesempatan berikutnya.

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan

lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau

ruangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di
tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta
pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak
guna membantu kelancaran pemeriksaan.

(4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin
untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang
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diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus

menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran

pemeriksaan.

(5) Apabila wajib pajak atau yang dirninta mewakili wajib pajak menolak

untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus

menandatangani surat pemyataan penolakan pemeriksaan.

(6) Apabila teqiadi penolakan penandatanganan surat penolakan

pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan

yang ditandatangani oleh pemeriksa.

(7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pemyataan penolakan

membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat

dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pqjak terutang secara

jabatan atau dilakukan penyidikan.

(8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai

dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Pasal 43

(1) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB,

SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak

diberitahukan kepada wqjib pajak.

(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir

pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

(3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan dilakukan dalam

waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan

selesai dilakukan.

(4) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera

setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu

tanggapan wajib pajak.

(5) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan,

berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.

(6) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan

apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

(7) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya

tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap

dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.
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BAE} V
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 44

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala BPKAD untuk
menandatangani Keputusan persetujuan atau penolalan dalam hal :

a. PembetuLan SPPI;

b. Pengurangan pajak;

c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

d. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

e. Pengembalian kelebihan pajak; dan

f. Pemberitahuan kepada wajib pajak atas persetujuan permohonan setelah

lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Wamena
Padatanggal : O7.ot.aO}l

B JAYAWIJAYA
$

*
*l

4

..)?
$

l',1

\
"tu

2



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 06 TAHUN 2021
TANGGAL : o?. ot']o)\

Format SPOP dan L-5POP

fo fo,-rf f ll llPEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

c,AN ASET DAEF'AH

SURAT PEIAERITAHUAI{ OBJEK PAJAX
3.in y.tt dr oai Pai{.. O.!ro Fng
d.0/tr.rn). dar oln Waib Pta
A.rUrd.DarE p(l rotsn yrE-rr.

L J€NB TRANSAI$I fll. nallraran Oar f]2. Prmx#rino Dat EI3. Pmgns9lJsen Os6

2, NOP

3, NOP BERSAITA

PR DT IIEtrE KEUDES 8I.OK

rT-n rrTl
tr
tr

IIII
IIT IIII

KODEr(Ec
rT-n

o 0

m m rT-n rT-r"l rT'n rT'rT-]4 NOP ASA tr

ITII!:TIIITTTIIIIIIIITTTIIITII ITITIIITII

ITIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIITITI

IIIIIIIIIIITIIIIITIIIIIIII IIITIIIIIIII

5 NAIi'A JALAN 6, BLOI(KAV/NOMOR

7 MNJAfuSUBAK

8 KELURAHAN i OESA 9 NOi.IOR TELEPON

10. STAIUS [t. Aenirrr [r. eenyeu !S. fe,rgetoU E4. pemakat

lt. PEKERJAAN [r. nrs'1 [z rNno-nr [3. peniunan.) !1. aaaan

T2, NAIiA SUEUEK PAJAK 13. NPI,VP

TTIIIIIIIIIIIITIIIIIIIITI IIIIIIIIITITTII
lrrrrrtrlrrtirr

IIIIIIIIITIIITIIIIITIIIIIIIITI TTIIIIIIII

IIIIIIIIIIIITIIIIIIIIITIII

IIIIITIITTIIIIIITITIIIIII! TITTTIITIIIT

IIIIIIIIIIITTITITTTIIIIII' IIIII

IITIIIIIIIITITIITIITIITI .IIIIIIIIITIIITI

15 NAti,lA JALAN 16 BLOI(KAVINOT OR

17 MNJAR

18 KELURAHAN / DESA l9 NOiIOR TELEPON

20 KABUPATEN 21, KODE POS

22. NOMOR r(TP 23 NOT,IOR KARTU KELUARGA

14, NPW PO

E5. Sengketa

[s. u"nny,

24, NO, SERTIFIKAT

26 LUAS TANAH (M)

27, JENIS HAx

2E, TGL SERTIFKAT

29, JENIS TANAH

!t. r,rtit [2. Guoa earpuoan 83. Guna Uraha Ea. pal€i !5 Laiola,n

IIIIITITII

TITIIIIIII
Ir. Tanatr +

Bartgunen
[2. X""ting E3. Tanah EI4 Fasiftas

Sbp Bar{un l/\osong Um.lm

A II{FORIIASI TAIIBAHA UXTUX OATA BARU

B. 6ATA LETAX OEJEK FAJAK

C, DATASU&'EX PA'AX

D. OATA 7AI{AX

26. Drl^xl.x r^xar TT-'lrrrrrrrT-TT-]



30. JUrfl-AH BANGUNAN rT'r-1

Saya rnanyalalan bahwa inforn,asi !€ng Elah saya borkan d8lem hrulir ini tGrinasuk larpinnnya edalah benar, jelas
dan lengkap renurul keadaen y8.E sobonamya.

- oabm td brfn&t rd& lu-a, grrst lqaa. har.p dain?itrn
- Dibm nc Suti* P{ri nfidclsr*.fi..rdrr oq.l Pi*. xp.r. fi.lloo5rt arn s}.toorr tDrer o$dr P#'
- 8{il rdtu prrEcmbtflr sPoP x} (r{. 9{ro, hrl'{I dlE.mt oth sil{ct Pl*

32. TANGGAL 33. TANDA TANGAN31, NAI,IA SUBJEK PAJAIg
KUASANYA

PENDATA

TA}.IGGAL (TGLALMTHN}

3S. TA'{OA TANGAiI

36. }.IAMA JEI-AS

37. NtP

I|ENGETATI UI PEJAEAT YA,IIG BEMA,EMNG

TAI.IDA TANGAT{

N,AMA JEI.AS

NIP

TANGGAL (TGL/ALN/rHN)

SKET / DET{A}I Lol(ASI OBJEK PA'AK

I

I Jl. Ngurah Rai

(NP)
(NOP)

Contolr PenqgarnbaranKETERANGAN

- Gambarkan $ket/d€nah lokasi otrjek paiak (tanpa skala).
yang dihubunglon dengan Flan reys/i6l6n prototol. lalan
lingkungsn dan hin-hin yang mldah diketahui oleh unum.

- Sebuilan balas-balas pemlikan sebelah utara. selatan,
tinur dan barat.

E. BATA BATT6U}IAI{

raLa TAI YAXeIImEX XS



No. FornrrlrI.AIIPIRAN SURAT PEMBEETAHUAN OBJEK PAJAK

Ferelemgr Dda

Fenibian hdlviduC

Pcmutskliran OatgTRANSAKS] Oata

I(ELIDES BLOK

ITN tTN
PR

EE rITI
ilo.UruT XOO€ 3 JlrrL H Btilc

El .r. BANeINAN xE2. N@ rrn
OT II KEC

s JNS PENCGUNA N f]r. Perurmtran flZ. eerrarroran Swasta

BANGUNAN [-]nlqkorApoteUPasarnuko [S.RurnanSaHt/l(inik

E7 HohllwiBrna fl8 BangtetuGudilg,P€rtenim

f]to. lanrain !r r ang Trdd( Kena Pelak

f]ts eparumm [tl. Romp acn*n

[rO. e*rng Sckolah

[t. Raurn

[0. outr Raga/Rekeasi

[O CeOmg Pgneridah

Ira, Aangunan Parklr

[r5. Tangki Minyat

flr. aaia

flt Ocuauont
B€bn/
Glg Ghzur

[r. xacal
Aluminfum

flo. rioar a"
!r uanner

[r ru<u*ir
Jati

[2. ecton tr, Hm B. x.r^, [s. s"ns

IIIIIIIIII

IIIIIIIITI

7. JUMLAH LANTAI

I4. DIND]NG

17. JUMLAH AC 18. AC Sentral

rll

[t uurn ec fls sar"en

filsprt ffiwiroo* [r. aaa !2. rio* naa

f]r. seo.rg

,0. DAYA LISTRIK
TERPASANG (WATT)

[2. art

[z aetor

flz. eq eeonr
Auminium

[a. .r"rer

EIa.r<"rn

fln. ire*s [s. sang

15. LANTAI

16. LAI.IGIT-LANGIT

[2. xerrritt [3 reraso

flz. TnproroAsues [r Tldak ada
Bambu

[r aanr aata

fF Gtg Brasat
si+

II.KONDISIPADA E1 Sangat
UMUMifYA Baik

12. KS.ISTRUKSI

13 ATAP

I rHN DIBANGIJ.I rT-rn
e. rHN DTRENoVA$ EEEEI

6. LUAS &\NGUNAN
(M',)

!t otpest"' f]2. D"ngan
Polapn

IIII19 LUAS KOLAM
RENANG (M2) IIIII IIII

IT
Lanlar

al N

il

Penutupf-f-fT-f-lsedans

Rirgan

DGN LAMPU

ffleeon
EE^ro",
l-T-lTanan Liau

Rururut

rT.1

rr-1

E]

TNP LAMPU21 JUMLAH
LAPANGAN
TENIS

22. JUMLA}I LIFT

ff]eerumpans

[lKapur
f-ilB.r"ng

23. JUMLAH TANCGA
BERJALAN

Lbr5o.EoM tTl
Lbr >0,8) M E

!r ea;anea [2. aaunaaroBAHAN PAGAR

24 PANJANG
PAGAR (M}

flr uprart flr.rorf]z rdak^da

[a. sroinuo [r.lar[a. rkler ala

flr. rireer. [r.ro"[z r'darraa

25- FTIilADAfiI
KEEAKARAN

26, JML SALURA'II
PES PABX

?, KEOALAi,I,AN SUMUR
ARTETIS (M)

rT'rT-]

IIIIII

III

f:Iilg

rT-rT-1



30. DAYA DUKUNG TTTTT'1
LANTAI(KS/M')

IIII
m?8. TrN@r KOLOM (M)

flrnanrx,re

32, LUAS MEZZANINE

0vr)

ANIAN (JPts = 3rB)

29. LEBAR BENTANG (M)

31. KETILING
DTNOING (M)

flr rum.nesort flz. nesort

[r a'rarqs Ez Bhlarpn flr Binbrqi E]4 Bintangi-2 [s x.r,anr*rp

f]elNcur'rnx PARKTR (JPB =
44,TIPE EANGUNAN

ffaeenreuEN (JPB= 13)
45. KELAS BAIIGUNAN

46. JUMLAH APARTEMEN
AC SENTRAL (MI}

flraxcxr MTNYAK (JPB= r5]
49. I(APASITAS TANGKI

(i,f)

flceouruc sEKoLAH llPB *
51. KELAS BANGUNAN

IIIII IIIII

IIITI III

IIIII

[e. xetas z

flxorruwrsMA (JPB = r)

AC $ENlRAt iM'l

f]a ripa r

l--l t xatas t [l reas r

50. LETAK TANGKI
Tanah Tanfr

r3)

[r r;n c

It. oi atas [z or aawatr

fi,. *'r, t fixaas z

[r rera a

f]r. xer* s

flr. rceta s

33. KELAS BANGUNAN
SWAST

Kelas 2
= agl

fp. xeasa

[n. raasn

f]1. xear l

[2. xetas z

flz rcetes z

39. JENIS |{OTEL

40 JUIT,II,AH BINTANG

41. JUfi,{LAH KAMAR LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL tM'i

[a. rpe:

f]z xatas z

flr. npez

!1. xac s

LUAS XIffi OGN

AC SENIR L {r#}
LS RUAAIC LAIN DITG

AC SENTRAT (MI}

firoxo l AporK / pAsAR / RUKo (JpB = 4)
34. KELAS BAAJGUNAT.I LI 1. KEbS 1

finuuax sAK,T / KLINIK (JpB = s;
35. KELASBANGUNAN LII Ketas,

36. LUAS KMR DNG
AC SENTRAL (M}}

flor"en RAGAi REKREAsT(JP!= 61

39. KELAS BANGUNAN l_l r xeas r

37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M})

NGEDUNG PE

f]r reas

III IIIIIIITII52. NILAI SISTEM 53 NILAI INDMIDUAL

ITEIItrTT
IINIIEII

56. TAf{DA TANGAN

PE.TUC'AS PENOAIA

57, NA'(A JEI AS

58. NIP

54 GL KUNJUNC.AN
KEMBALI

55 TGI., PENDATMN

MENI3ETAHUI PEJAEAI YANG BERWENANG

IIIIII!59 TGL PENELITIAN

60. TANDA TANGAN

6! NA'ilAJEI3S

62. NtP

rII

IIII

Ytt{6

t A
JAYAWIJAYA$ \*

a

t

C. 0ATAIAI6AH{}| tS{TUl(JPB u 3J6

B. T}ATA TTfiSAHATI UI.IIUX BAI{OU'{T'T I{OI{8TAHOAftD

f-f-fT-n4z LUAs xMR DC,r,r EITIa,

f,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
r,loMoR: 09 TAHUN 2021
TANGGAL; o?.o1. ZOlt

Contoh Format SPPT PBB P2

PEMERINTAH KABUPATEN.JAYAWUAYA

BADAN PENGELOTAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBENIAHUAN PAJAX TERHUIANG

PA'A( SUMI DAN BANGUNAN

PERXOTAAN

20....

NOP : ............

LEIA( OBIEI( PAJA(

J1..,.

RT: .. RW : ...

KAB. JAYAWUAYA

NAMA DAN ATAMAT WAJIB PAJAK

RT: ....RW: ......

OBJEK PAIAK KETAS
N,OP PER M2

(Rp.)

TOTAL NIOP

{Rp.)
BUMI

BANGUNAN

NIOP sebagai dasat pengenaan pbb

NJOPTKP (NIOP tidak kena pajak)

NJOP untuk penghitungan PBB

PBB yang terhutant 0......% x......................

PNAX BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp).

Dengan h

Tahun

TOTAL

TGLIATUH TEMPO :

TEMPAT PEMBAYARAN i
KANTOR EPKAD KABUPATEN JAYAWUAYA"

................20.... TEYBulan/tahun
Kepala

BANK PAPUA (....................................)

NIP

NAMA WP ,.

Letak objek Paiak : (ecamatan

Desa/(elurahan
82. ...--.-.
20.....

NOP

Sppt Tahun / Rp.

AYA,
\)

t

ruAs {M2l



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O' TAHUN2O21
TANGGAL : ol .ol . laA

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengetralaan

Keuangan dan Aset Kabupaten
Jayawijaya
di-

Wamena

Nomor
Lampiran
Periha-l Permohonan Pembetulan

Objek / Subjek PBB P2

Diberitahukan dengan hormat, bahwa
SPPI PBR P2 Tahun
Nama Wajib Pajak
NOP/No.SPPT
Alamat Wajib Pajak
ktak Objek Pajak
Jumlah Pajak'ferhutalg
Telah kami terima tanggal
Setel,ah kami teliti ternyata terdapat kesalahan Yang benar adalah
sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak
NOP/No.SPPT
Alamat Wajib Pajak
lrtak Objek Pajak
Luas Bumi fi2
Luas Bangunan:....... -........ m2
Muliai tahun pajak
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen-
dokumen antara l,ain :

1. fotocopy KTP, KK atau identitas lainnya dari WP;
2. asli/fotocopy SPPT dan SSPD teralhir;
3. fotocopy salah satu surat tanah/ bangunan;
4. fotocopy NPWPD; dan
5. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan
Demikian permohonan kami atas perhatialnya disampaikan

terimakasih.

Wajib Pajak / Kuasa*)

*) coret yang tidak perlu

\)
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JAYAWIJAYA,

PERMOHONAN PEMBETUI.AN ORIEK ATAU SUBJEK PBB P2

(. )
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR: 05 TAHUN 2021
TANGGAL: 01.Ot. 10?\

Contoh Format Laporan PBB P2 Perbulan
NOP BADAN

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)
TAIIUN : 2O2O

NO OP I{AIUA WP AIA.DIAT OP
TAHUN
PA'AX

I{ILAI
XETETAPAN

TERBAYAR TGL.
BAYAR

1

Kepala Badan

BUPATI JAYAWIJAYA,

1.................................t

t{1P...........................

tl
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F



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TANGGAL : o7.ol.,oll

Nomor
Lampiran
Perihal Keberatan atas SPPT/ SKPD

PBB P2 Tahun.......

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengel,alaan

Keuangan dan Aset Kabupaten
Jayawijaya
di-

Wamena

Yang bertandatalgan dibawah ini :
Nama
Alamat
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak") atas objek pajak yang terletah di :

Jalan
Desa/Kelurahan:
Kecamatan
Kabupaten
PBB P2 Terhutalg : Rp.

Tanggal SPPI/ SKPD diterima:
Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/ SKPD tersebut di atas dengan
ala s2n ssfosgai berikut:

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB P2 tahun
berikut :

adalah sebagai

1

2
3

1 Bumi : ...........m2 x Rp. ................/m2
2. Bangunal : ...........m2 x Rp. .............../m2
3. NJoP (1+2)
4. NJOPTKP
5. NJOP untuk penghitungan PBB P2 (3-4)
6. PBB P2 yang terhutang (tarif x 5) :

: Rp.
= Rp.
= Rp.
= Rp.

x Rp. .........-................. )

Rp.

Rp

Bersama fui dilempirkan pula:
1. Fotocopy SPP[/ SKPD PBB F2 tahun.............
2. Fotocopy sertipikat tamh/al<ta juaf bet/ surat penunjukan kavling/ surat

keterangan lainnya berupa

Wajib Pajak / Kuasa *)

BUPATI JAYAWIJAYA,

>l
*

PENGA"]UAN KEBERATAN ATAS SPPI/ SKPD

(. )

3. Fotocopy IMB
4. Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

(. .)

I



PERMOHONAN PENGURAN GAN PBB P2 PERSEORANGAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR .. O' TAHUN 2021
TANGGAL : o?.d' ,orl

Kepada
Yth. Kepata Badan Pengelalaqn

Keualgan dan Aset Kabupaten
Jayawijava
di-

Wamena

Nomor
l,ampiran
Perihal Permohonan Pengurangan

PBB P2 Tahun Pajak......

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
AIamat
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*) atas objek pajak yang terletak di :

Jalan

Kabupaten
Nomor Objek Pajak

diterima SPPT

Mohon penguralgan atas PBB P2 terhutang tersebut di atas sebesar......9/o
(per seratus).

Alasan untuk mengajukan pemohonan pengurangan adalah :

1

2
J
Bersama ini dilarnpfukan pula :

1. Asli SPPT/ SKPD tahun .........
2 . Potocopy KTP
3 . Bukti pelunasan PBB P2 tahun . ... . .. . .

4. Daftar penghasilan/ SK pensiun/ SPT PPh *)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak / Kuasa*)

*) Coret yang tidak perlu

UPATI .]AYAs,/

v

/-\ WIJAYA

Desa/Kelurahal
Kecamatan:

(. .)
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